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PUTUSAN
Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.Pst

2sp ) ey Uyma
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili

perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim

telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota

Pematangsiantar, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak
Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun,
sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, meneliti bukti-bukti Penggugat dan

mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan.

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan
suratnya tertanggal 10 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.Pst,
tanggal 10 April 2017, yang isinya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Januari 1999 dan dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat,
Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
239/3/2/1999, tanggal 2 Februari 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orangtua Tergugat di Kota Pematangsiantar. Kemudian pindah ke
rumah orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar. Setelah itu pindah
mengontrak rumah di Medan dan terakhir Penggugat dengan Tergugat
pindah bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana suami isteri (ba'da ad dukhul) dan dikaruniai 3
orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (pr), lahir tanggal 28
Nopember 1999;

3.2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Ik), lahir tanggal 1 Nopember
2004,

3.3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat (Ik), lahir tanggal 30 Nopember
2009, saatini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2001 ketentraman rumah tangga
Penggugatdengan Tergugat mulai goyah. Yaitu antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah belanja secara layak kepada

Penggugat;

4.2. Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat bahkan di setiap terjadi
perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memukul wajah dan badan
Penggugat;

4.3. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;

4.4. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan shabu-shabu;

5. Bahwaadanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerustersebut

mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada
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kebahagian lahir dan batin dan tidak harapan untuk kembali membina
rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2014 disebabkan hal di atas
pada poin 4 (empat). Karena Penggugat tidak tahan dengan kelakuan
Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua
Penggugat;

7. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2014 antara Penggugat dengan
Tergugat sudah pisah rumah, sudah tidak berbaikan dan sudah tidak
pernah melakukan hubungan suamiisteri;

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah
pernah mendamaikan Penggugatdengan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

10. Bahwa pada akhir tahun 2015 Tergugat ditangkap dan ditahan oleh pihak
Kepolisian karena tersangkut kasus narkoba., dan Tergugat sudah dijatuhi
hukuman kurungan badan selama 4 tahun.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan

Agama Pematangsiantar telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat

yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir

secara inperson di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan
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Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan suatu apapun dan tidak pula

mengutus wakil atau kuasanya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk
bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun
usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap
menginginkan perceraian. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka
mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi

gugatan perceraian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
menyerahkan bukti tertulis berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama
Penggugat dan Tergugat Nomor 239/3/2/1999, tanggal 2 Februari 1999,
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, telah dinazegelen, dimaterai secukupnya

dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P).
Selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-
saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999, terakhir tinggal

bersama di Siantar dan dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun
dan harmonis sejak tahun 2004, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada
Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering
melakukan kekerasan terhadap Penggugatdan Tergugat mengkonsumsi
narkoba;
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- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran hanya mengetahui
pertengkaran dan penyebabnya berdasarkan cerita Penggugat kepada
saksi;

- Bahwa sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu
rumah lagi, ketika Penggugat berangkat menjadi TKI ke Malaysia,
Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang berada di Lembaga
Pemasyarakatan karenakasus narkoba;

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar tetapi
tidak berhasil;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak

keluarga tetapi tidak berhasil.

2. Saksi Kedua, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:
- Bahwasaksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999, terakhir tinggal

bersama di Siantar dan dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun
dan harmonis sejak tahun 2004, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada
Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugatsering
melakukan kekerasan terhadap Penggugatdan Tergugat mengkonsumsi
narkoba;

- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran dan mengetahui

penyebabnya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu
rumah lagi, ketika Penggugat berangkat menjadi TKI ke Malaysia,
Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang berada di Lembaga

Pemasyarakatan karena kasus narkoba;
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- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar tetapi
tidak berhasil;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak
keluarga tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Selanjutnya Penggugat mencukupkan alat bukti yang dihadirkan
dipersidangan dan telah mengajukan kesimpulan, pada pokoknya menyatakan
tetap dengan dalil dan gugatan yang diajukan dan selanjutnya bermohon agar

Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim
menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan putusanini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimanayang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama
Pematangsiantar, yaitu sebagai Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan
absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau
dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat
adalah jenis perkara dibidang perkawinan yang masuk kedalam kewenangan
Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : "Pengadilan
agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perkara yang
termasuk dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang
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beragama Islam berdomisili di Kecamatan Siantar Barat atau setidak-tidaknya
bermukim di Kota Pematangsiantar, maka sesuai maksud Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20
angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu
Pengadilan Agama Pematangsiantar secara absolut dan relatif berwenang

mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah
memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan sesuai alamat
yang tercantum dalam surat gugatan secara sah resmi dan patut, sesuai
dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara
inperson di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat
meskipun telah dipanggil tidak hadir dipersidangan dan tidak ada mengirimkan
wakil atau kuasanya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis
hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya
Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian
terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah
menikah secara sah pada tanggal 8 Januari 1999 yang dibuktikan dengan bukii
P, yang dinilai Majelis Hakim merupakan akta autentik (bukti a quo telah
dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat
dipersamakan dengan aslinya. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang
sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht)
sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3
Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301
ayat 2 R.Bg) sebagai bukti (conditio sine qua non), sesuai maksud Pasal 285
R.Bg., Jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., sehingga harus dinyatakan
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Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan
yang sah, oleh karena itu Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan
(persona standi in judicio) atau memiliki legal standing untuk mengajukan

perkara ini;

Menimbang, bahwa kata-kata nasehat adalah bentuk upaya damai
yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah sesuai dengan
maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebuttidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharusan melaksanakan mediasi bagi para pihak
dalam setiap perkara perdata yang diwajibkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugattidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara
ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah
belanja secara layak kepada Penggugat, Tergugat berbicara kasar kepada
Penggugat bahkan di setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat
memukul wajah dan badan Penggugat, Tergugat berpacaran dengan
perempuan lain dan Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan shabu-
shabu. Alasan-alasan yang telah memicu pertengkaran, atau alasan yang
menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak tahun
2014 sampai saat ini (scheiding van tafel en bed/berpisah tempat makan dan
tidur) dan Penggugat tidak ingin tinggal bersama lagi dengan Tergugat, dan
berakibat tidak menemukan kerukunan/keharmonisan dalam berumah tangga
sebagaimana diutarakan selengkapnya pada bagian duduk perkara, yang

pembuktiannya dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah
alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam
jo. Pasal 19 huruff Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi
“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
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Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat untuk
membenarkan alasan gugatan perceraian yang diajukan, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Penggugat yang pertama (Saksi Pertama) dan saksi
Penggugat yang kedua (Saksi Kedua) keduanya merupakan teman dan
sepupu Penggugat (vide Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975). Keterangan para saksi di bawah sumpah dan janji di depan
persidangan dinilai telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta
Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil kesaksiaan para saksi dapat

diterima;

- Bahwa, saksi-saksi Penggugat telah menerangkan mengetahui peristiwa
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan
penyebab pertengkaran secara langsung maupun berdasarkan cerita
Penggugat kepada saksi. Para saksi juga mengetahui antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2014 dan tidak
pernah bersatu kembali. Keterangan para saksi yang diperiksa secara
terpisah di persidangan bersesuaian satu dengan lainnya untuk mendukung
dalil gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1)
R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka majelis berpendapat kesaksian para
saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian karena memenuhi kualitas
kesaksian para saksi akan pokok perkara vyaitu pertengkaran dan
perselisihan dan penyebab-penyebabnya, sehingga memenuhi kriteria pada

pasal-pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat, bukti kesaksian dari
2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat aquo, ternyata bukti-bukti
Penggugat telah memiliki nilai yang kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi hasil pertimbangan tersebut di
atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan Penggugat dan
Tergugat, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara

seorang pria dan wanita, ikatan yang sangat kuat (mitsagan ghalidzan) guna
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mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah telah longgar.
Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa,
tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan keluarga dan juga Majelis Hakim
menunjukan bahwa keterikatan hati dan kasih sayang antara Penggugat
dengan Tergugat telah terurai, sehingga tidak memungkinkan lagi dapat

mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat
telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup
rukun dalam rumah tangga, disebabkan pertengkaran yang terjadi antara
Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi
tinggal bersama, menurut penilaian dan keyakinan majelis hakim perkawinan
Penggugatdan Tergugat telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas jika
perkawinan itu tetap dipertahankan, diyakini akan menimbulkan bahaya
(mafsadat) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim
berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah SAW
yang harus diikuti, namun apabila kemudian dalam rumah tangga tersebut
timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali
dengan perceraian, maka upaya menghilangkan bahaya tersebut (perceraian)
harus didahulukan daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan saksi-saksi
Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang
menyebabkan hilangnya kemesraan dalam rumah tangga (broken
marriage);

- Bahwaantara Penggugatdan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
tahun 2014;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga

tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim

telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan

dikaruniai 3 orang anak;

- BahwaPenggugatdan Tergugat telah berselisih dan bertengkar serta telah

berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit didamaikan untuk membina
rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhinorma hukum

yang terkandung dalam;

1. AlQuran;
Q.S. Ar-Rumayat 21:
sy L b;‘éﬁe <y L\S.ws(a ‘JJ\;L MJ\ ﬁ..}@.l. );zd.s.us(aao}lﬁ
saed L Jel Yo I8 g S 5y
Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

2. Kaidah Fikih

Kaidah fikih yang tercantum kitab al- Asybah wa al- Nazhoir, halaman 62

yang berbunyi :
) el dioa 2] 5 Al leallx
3. PendapatUlama

Fugoha (ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam Kitab Igna Juz Il

halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi :

S Ly eae o HJPC_! JJHL .’:.\!d cla \lsLaG 'HLB
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Artinya “Dan apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka

Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagaimana
maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat

dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai
sebelumnya, maka dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di
atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.
pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim
memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Pematangsiantar untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan
mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 1212 dari 14 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat
Kota Pematangsiantar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp461.000,00 (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan
tanggal 26 Sya’ban 1438 Hijriyah oleh, Sabaruddin Lubis, SH., sebagai Ketua
Majelis, Ibrahim Lubis, SHI., MH., dan Taufik, SHI, MA. masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim
Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag., sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri Penggugattanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis
dto dto
Ibrahim Lubis, SHI., MH. Sabaruddin Lubis, SH.
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Hakim Anggota

dto
Taufik, SHI., MA.
Panitera Pengganti
dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1 Biaya Pendaftaran Rp 30000,00
2 Biaya Proses Rp 50000,00
3 Biaya Panggilan Rp 370000,00
4 Biaya Redaksi Rp 5000,00
5 Biaya materai Rp 6000,00

Jumlah Rp 461000,00

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)
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